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Abstrak
 

Polemik terkait sah atau tidaknya jabatan pimpinan DPD periode 2017 - 2019 terus menjadi isu yang hangat

untuk diperbincangkan, bahkan hingga berakhirnya kepengurusan DPD. Menurut beberapa ahli hukum,

pergantian pimpinan DPD yang dilakukan pada tahun 2017 bukan merupakan pergantian pimpinan yang

sah, pasalnya pergantian tersebut dianggap menerobos aturan hukum yang ada. Namun yang menjadi

masalah adalah sampai saat ini tidak ada pihak yang dapat menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu,

penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa di internal DPD.

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji permasalahan berdasarkan

norma hukum yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan

membandingkannya dengan beberapa negara. Hasil dari penelitian adalah permasalahan yang terjadi

merupakan permasalahan etika anggota lembaga perwakilan. Oleh karena itu yang berwenang

menyelesaikannya yaitu internal DPD sendiri melalui Badan Kehormatan DPD. Namun karena belum diatur

secara rinci mengenai mekanisme evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD, akhirnya proses

penyempurnaan dikembalikan kepada mekanisme politis yang sulit untuk tercapainya keadilan. Adapun

alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan memperkuat peraturan DPD dan membentuk

standar etika penyelenggara negara. Dengan demikian, DPD disarankan untuk memperbaiki peraturan

tentang tata beracara badan kehormatan DPD. Dan disarankan kepada DPR RI untuk membuat rancangan

undang-undang tentang etika penyelenggara negara.

<hr>

The related polemic whether or not holding the leadership of the DPD for the period 2017 - 2019 continues

to be a hot issue to be discussed, even to the end of the management of the DPD. According to some legal

experts, the replacement of the leadership of the DPD conducted in 2017 is not a legitimate change of

leadership, because the change is considered to break the existing legal rules. But the problem is that there

are currently no parties who can solve this problem. Therefore, the author conducted a study to find out how

to resolve disputes in the internal DPD. Research carried out by juridical-normative method is by examining

problems based on laws related to the laws and regulations that apply in Indonesia and comparing them with

various countries. The results of this study are the problems that occur are ethical issues of members of

representative institutions. Therefore, what was agreed to solve was the internal DPD itself through the

Honorary Board of DPD. DPD, finally the refinement process is related to a difficult political evaluation to

achieve justice. As an alternative to resolve this problem by completing the regulations of the DPD and

establishing ethical standards for state administration. Thus, DPD agreed to regulate the rules regarding the

procedure for the proceedings of  DPD. And agreed to DPR RI to draft a law on the ethics of state

administrators.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20494695&lokasi=lokal

